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RINGKASAN 

Mekanisme Pendaftaran Wajib Pajak Baru Pajak Bumi dan Bangunan 

Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Badan Pendapatan Kabupaten 

Jember; Bakhtiar Pujayitno; 130903101041; 2018; 89 halaman; Program Studi 

DIII Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 

Universitas Jember. 

 Praktek kerja nyata (PKN) dilaksanakan pada tanggal 1 September 2016 

sampai dengan tanggal 30 September 2016. Tujuan penulis melaksanakan Praktek 

Kerja Nyata di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember adalah untuk 

mengetahui pelaksanaan kewajiban perpajakan khususnya tentang Pajak Bumi 

dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan serta memperoleh gambaran secara nyata 

tentang Mekanisme Penfaftaran Wajib Pajak Baru Pajak Bumi dan Bangunan 

Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Badan Pendapatan Kabupaten Jember. 

 Dengan di berlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 

Perkotaan (PBB-P2) yang awalnya adalah pajak pusat telah diserahkan kepada 

pemerintah daerah. Pengalihan ini merupakan bentuk tindak lanjut atas kebijakan 

otonomi daerah. Dengan pengalihan ini maka tugas Badan Pendapatan Daerah 

Kabupaten Jember akan bertambah, salah satunya dalam penerbitan Nomor 

Obyek Pajak (NOP) atau Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah  (NPWPD) bagi 

subyek pajak yang juga menjadi kewenangan daerah untuk mengurusnya, 

termasuk dalam melakukan pembuatan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang 

(SPPT) apabila Wajib Pajak atau Subyek Pajak keberatan dengan apa yang sudah 

diterbitkan oleh pemerintah daerah yang tertuang didalam SPPT tersebut dengan 

berpendapat bahwa: Luas obyek PBB-P2 (Kesalahan Cetak SPPT), Klasifikasi 

obyek PBB-P2 (Pemutakhiran Data SPPT) serta Penetapan atau Pengenaan tidak 

sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Dan untuk syarat didalam pembenahan 

atau penerbitan SPPT baru, yaitu dapat dilaksanakan apabila Subyek Pajak 
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melaksanakan Pendaftaran atas Obyek Pajak Baru PBB-2 pada Bidang Pendataan 

dan Pelayanan di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember. 

           Untuk proses pendaftaran PBB-P2 baru, kantor Badan Pendapatan Daerah 

Kabupaten Jember menyediakan formulir atau blanko pendaftaran yang 

disediakan di Bidang Pelayanan kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten 

Jember. Formulir itu berupa lembar Pengajuan Pendaftaran Obyek Pajak baru, 

Surat Pemberitahuan Obyek Pajak (SPOP) dan atau Lampiran Surat 

Pemberitahuan Obyek Pajak (LSPOP) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 

Perkotaan (PBB-P2) dimana lembar tersebut harus di isi dengan benar, jelas, 

lengkap serta tepat waktu. Untuk sistem Pengenaan dan Penetapan obyek PBB-P2 

yang digunakan di kantor Badan Pendapatan Kabupaten Jember yaitu 

menggunakan sistem pemungutan Official Assessment System yang dikarenakan 

pemerintah daerah yang berwenang menentukan besarnya pajak terutang dan 

subyek pajak hanya bersifat pasif. Selanjutnya akan timbul utang pajak setelah 

diterbitkannya  Surat Ketetapan Pajak (SKP) oleh pemerintah daerah, yang 

keluarannya berupa SPPT bagi Wajib Pajak Baru PBB-P2. dan untuk semua 

proses Pengenaan dan Penetapan atas Pendaftaran Wajib Pajak Baru Pajak Bumi 

dan Bangunan  Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tersebut diatas adalah harus 

sesuai dengan Peraturan dan Perundang-Undangan Perpajakan yang berlaku. 

 

(Dilaksanakan dengan Surat Tugas Nomor: 3070/UN25.1.2/SP/2016, DIII 

Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 

Politik, Universitas Jember) 
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BAB 1. PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

 Indonesia merupakan negara yang memiliki wilayah atau propinsi-propinsi 

yang terpisah dalam bentuk bingkai negaranya yang disebut dengan NKRI yang 

kaya akan Sumber Daya Alam (SDA) dalam setiap tanah kesatuan negara tersebut. 

Dimana setiap wilayah tersebut haruslah mempunyai kelayakan yang lebih baik 

dalam hal infrastruktur, sosial, ekonomi dan pembangunan nasional secara merata 

bagi rakyatnya dalam setiap komponen wilayah Negara Indonesia tersebut. untuk 

pembiayaan negara, pemerintah harus berusaha meningkatkan pendapatan guna 

menunjang keberhasilan pembangunan secara efisien, berkelanjutan dan  

berkesinambungan. 

          Setiap bentuk pemerintahan dalam suatu negara membutuhkan anggaran 

atau biaya dalam hal memajukan dan mengembangkan pembangunannya. 

pembangunan itu sendiri dapat tercapai dengan adanya dana yang diperoleh dari 

dalam negeri berupa Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) serta 

Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah (APBD) yang berasal dari pajak, 

penerimaan negara bukan pajak dan hibah. Karena pemerintahan tidak bisa 

berjalan tanpa adanya sumber penghasilan yang tetap, maka untuk menunjang 

berlangsungnya suatu pemerintahan diperlukan pungutan yang bersifat wajib. 

Oleh karena itu pengenaan pajak merupakan sumber dana yang ideal bagi 

pemerintahan. Pajak sebagai alat bagi pemerintah dalam mencapai tujuan untuk 

mendapatkan penerimaan baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung dari 

masyarakat guna membiayai pengeluaran rutin serta pembangunan nasional dan 

ekonomi masyarakat. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang 

oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-

Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan 

untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 2009). 
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 Jenis pungutan pajak di indonesia ada dua yaitu pajak pusat dan pajak 

daerah. Pajak pusat merupakan pungutan pemerintah pusat dan digunakan untuk 

membiayai rumah tangga negara. Sedangkan pajak daerah merupakan pungutan 

pemerintah daerah yang menurut peraturan yang ditetapkan guna membiayai 

pengeluaran daerah. Salah satu usaha untuk meningkatkan kemampuan kualitas 

dalam bidang pendanaan pelaksanaan pemerintahan daerah untuk pembangunan 

adalah meningkatkan dan menggali pada setiap potensi yang ada pada masing-

masing daerah dengan melalui pajak daerah. 

 Pajak daerah khususnya yang di tangani oleh Badan Pendapatan 

Kabupaten Jember menurut Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 

2011 pasal 2 terdiri dari : Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak 

Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, 

Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan 

Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan 

Bangunan. 

 Hal yang paling fundamental dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 

adalah di alihkannya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-

P2) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) menjadi pajak 

daerah. Pada awalnya PBB-P2 merupakan pajak yang proses administrasinya di 

lakukan oleh pemerintah pusat, sedangkan seluruh penerimaannya di bagikan ke 

daerah dengan proporsi tertentu. Namun, guna meningkatkan akuntabilitas 

pengelolaan keuangan daerah, khususnya dari penerimaan PBB, maka paling 

lambat Tanggal 1 Januari 2014 seluruh proses pengelolaan PBB-P2 akan 

dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Sedangkan, PBB sektor perkebunan, 

perhutanan, dan pertambangan masih tetap menjadi pajak pusat. 

        Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) merupakan 

salah satu sumber pajak yang dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah 

(PAD). Obyek PBB-P2 adalah meliputi seluruh bumi dan bangunan yang berada 

dalam setiap wilayah daerah negara Republik Indonesia bagi orang pribadi atau 

badan yang mempunyai sesuatu hak atasnya atau memperoleh manfaat dari bumi 

dan atau bangunan tersebut. Sistem pemungutan pajak yang diterapkan dalam 
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PBB Perdesaan dan Perkotaan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember 

adalah menggunakan Official Assessment System dimana sistem pemungutannya 

ditetapkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Jember untuk menentukan besarnya 

pajak yang terutang oleh wajib pajak. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 

Perkotaan adalah sebagai salah satu faktor pemasukan bagi daerah khususnya di 

Kabupaten Jember yang cukup potensial dan berkontribusi terhadap pendapatan 

daerah. 

Dasar pemikiran dan alasan pokok dari pengalihan PBB-P2 menjadi pajak 

daerah, antara lain : 

1. Berdasarkan teori, PBB-P2 lebih bersifat lokal (local origin), visibilitas, objek   

pajak tidak berpindah-pindah (immobile), dan terdapat hubungan erat antara 

pembayar pajak dan yang menikmati hasil pajak tersebut (the benefit tax-link 

principle). 

2. Pengalihan PBB-P2 diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) dan sekaligus memperbaiki struktuk Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah (APBD). 

3. Untuk meningkatkan pelayanan masyarakat (public services), akuntabilitas, 

dan transparansi dalam pengelolaan PBB-P2. 

4. Berdasarkan praktek di banyak negara, PBB-2 atau Property Tax termasuk 

dalam jenis local tax. 

     Berdasarkan pasal 180 angka 5 Undang Undang No. 28 Tahun 2009, masa 

transisi pengalihan PBB-P2 menjadi pajak daerah adalah sejak tanggal 1 Januari 

2010 sampai dengan 31 Desember 2013. Selama masa transisi tersebut, daerah 

yang telah siap dapat segera melakukan pemungutan PBB-P2 dengan terlebih 

dahulu menetapkan Peraturan Daerah (Perda) tentang PBB-P2 sebagai dasar 

hukum pemungutan. Sebaliknya, apabila sampai melewati tanggal 31 Desember 

2013 daerah belum juga menetapkan Perda tentang PBB-P2, Maka daerah 

tersebut tidak di perkenankan untuk melakukan pemungutan PBB-P2 dan bagi 

seluruh masyarakat di daerah yang bersangkutan tidak di bebani kewajiban untuk 

membayar PBB-P2. 
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        Pengalihan ini tidak serta merta meninggalkan beban bagi pemerintah 

daerah, karena pengalihan ini tidak hanya mengalihkan tugas dalam menangani 

PBB-P2 dalam hal pembuatan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), dan 

nantinya juga menjadi kewenangan daerah untuk menerbitkannya, termasuk 

dalam melakukan pembenahan kesalahan SPPT, seperti salah penulisan nama, 

letak, penetapan dan lain-lain. 

        Penulis melaksanakan Praktek Kerja Nyata di Badan Pendapatan Daerah 

Kabupaten Jember dikarenakan instansi tersebut yang berwenang mengelola pajak 

daerah, salah satunya adalah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 

(PBB-P2) yang di dalamnya terdapat persyaratan utama yang harus di lakukan 

oleh subyek pajak, yaitu melakukan Pendaftaran Wajib Pajak Baru Pajak Bumi 

dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Pendaftaran wajib pajak baru 

pada dasarnya dilakukan untuk menghimpun informasi terkait obyek serta subyek 

pajak PBB-P2. 

           Adapun tujuan dari Pendaftaran Wajib Pajak Baru PBB-P2 secara umum  

           Ada 2 (dua) yaitu: 

1. Mendaftarkan atas kepemilikan suatu obyek Pajak Bumi dan 

Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang dimilikinya yang 

belum terdaftar pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember. 

Ketentuan dan aturan terkait terdapat pada (Undang-Undang Nomor 18 

Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994). 

2. Mendaftarkan ulang atas kepemilikan suatu obyek Pajak Bumi dan 

Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), yang bertujuan untuk 

Pemutakhiran atau Pembaharuan Data atas obyek pajak yang 

dimilikinya tersebut. Misalkan Pembaharuan Data atau Penilaian 

Ulang atas Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) suatu Bangunan (Properti) 

atau Tanah yang bertujuan untuk menentukan nilai ekonomis pada saat 

tertentu, yang kadang kala setiap tahun mengalami perubahan tarif. 
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         Untuk Tahun 2017 ini, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember  

menargetkan pembuatan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) atas Pajak 

Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) secara massal sebanyak 

1.020.684 (satu juta dua puluh ribu enam ratus delapan puluh empat) SPPT, yang 

rencananya akan di distribusikan kepada seluruh wajib pajak di 31 (tiga puluh 

satu) kecamatan di Kabupaten Jember. 

          Dan untuk proses pendaftaran PBB-P2 tersebut, dilakukan dengan cara 

mengisi formulir tertentu yaitu Surat Pemberitahuan Obyek Pajak (SPOP) secara 

lengkap dan menyerahkan kembali kepada petugas pelayanan Badan Pendapatan 

Kabupaten Jember 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal diterimanya SPOP 

tersebut. Namun yang terjadi dilapangan masih banyak wajib pajak yang belum 

melakukan pendaftaran kepada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember. Hal 

ini disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya adalah kurangnya tingkat 

kesadaran masyarakat dalam hal melaksanakan pendaftaran PBB-P2 yang 

dimilikinya ke kantor Bapenda Jember. 

          Menurut bapak Slamet Paluluk, SAP. Selaku kepala bidang pelayanan dan 

penyuluhan serta bapak Drs. Achmad Musaddaq selaku kepala seksi pendataan 

dan pendaftaran di kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, bagi 

subyek pajak yang melaksanakan pendaftaran di Badan Pendapatan Kabupaten 

Jember, dalam tahap awal pendaftaran ini kadang kala pada setiap permohonan 

baru oleh subjek pajak sering mengalami beberapa kendala atau masalah, berikut 

beberapa hambatan atau masalah dalam hal pelaksanaan pendaftaran wajib pajak 

baru Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Badan 

Pendapatan Daerah Kabupaten Jember antara lain: 

 

a. Pendaftaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) 

               Subyek Pajak yang mempunyai Obyek Pajak kurang mengerti atau tidak 

mengetahui kemana yang bersangkutan harus melangkah, yaitu dalam artian 

melaksanakan pendaftaran atas obyek yang dimilikinya dalam hal untuk 

menjadi wajib pajak baru Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 

yang di milikinya, yang meliputi : Tanah (kosong), Tanah (dengan bangunan), 
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atau pun Tanah (Berkavling atau berpondasi siap bangun), Sawah, Rumah, 

Toko, dan lain sebagainya. 

 

b. Kelengkapan Berkas Pendaftaran 

Pada saat tahap awal subyek pajak melakukan pendaftaran wajib pajak baru 

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, biasanya pihak pendaftar 

tersebut kurang mengetahui akan persyaratan dan kelengkapan berkas yang 

mesti harus di persiapkan dan dibawa ke Badan Pendapatan Kabupaten Jember, 

hal tersebut juga akan sangat mengganggu tenaga dan waktu di dalam proses 

pelayanan dan pendaftaran yang dilakukan oleh pihak Bapenda maupun pada 

subyek pajak pendaftar tersebut. 

 

c. Pengisian Berkas Pendaftaran  

           Pada saat tahap pertama melakukan permohonan dan pengajuan Pendaftaran 

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Baru, oleh 

wajib pajak di Badan Pendapatan Kabupaten Jember, kadang kala subyek pajak 

dalam pengisiaan formulir pendaftaran sering terjadi kesalahan-kesalahan 

(yang dilakukan oleh subyek pajak) entah itu kesalahan yang disebabkan oleh 

kesengajaan atau pun kesalahan akibat dari ketidaktahuan atas subyek pajak itu 

sendiri dalam hal pengisian Surat Pemberitahuan Obyek Pajak (SPOP) dan atau 

Lampiran Surat Pemberitahuan Obyek Pajak (LSPOP), yang mana semua hal 

tersebut dapat diketahui oleh petugas yaitu berdasarkan hasil pemerikasaan 

atau keterangan lain ternyata jumlah pajak yang terutang lebih besar dari 

jumlah pajak yang di hitung, berdasarkan SPOP atau LSPOP yang di 

sampaikan sendiri oleh wajib pajak tersebut, atas jumlah pajak yang terutang di 

dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yang di sebabkan oleh SPOP 

atau LSPOP tidak di isi dengan jelas, benar, tidak lengkap serta tidak tepat 

waktu. yang dapat berimbas pada penerbitan SPPT yang tidak sesuai dengan 

Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) yang sebenarnya dan berakibat pada Kerugian 

Negara. 
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d. Penandatanganan Berkas Pendaftaran 

          Dalam hal persyaratan dokumen apapun, apabila tidak ada cap jari dan atau 

tanda tangan sebagai bukti legalitas dan pengesahan atas suatu dokumen oleh 

orang pribadi atau badan, maka yang terjadi yaitu tidak berlakunya berkas yang 

sudah di isi tersebut. Hal demikian sering terjadi pada saat pengisian formulir 

atau blanko Surat Pemberitahuan Obyek Pajak (SPOP), yang di sebabkan atas 

kelalaian oleh pihak subyek pajak pendaftar tersebut (Karena banyaknya kolom 

yang harus di isi dan kurangnya pemahaman tentang tata cara dan mekanisme 

pendaftaran), dan selanjutnya berkas yang sudah masuk tersebut luput dari 

pengecekan atau penelitian petugas pelayanan, yang di karenakan banyaknya 

pengurusan dan pengerjaan berkas lain yang harus ditangani oleh pegawai 

pelayanan Bapenda. Maka dari itu penandatanganan berkas sangatlah penting 

guna keabsahan suatu dokumen, dan apabila dokumen tidak ada tanda 

keabsahannya (Tanda tangan) dan pasti tentunya akan mengalami penyortiran 

berkas, dan berakibat berkas tersebut tidak dapat di tindak lanjuti dan 

menimbulkan kerugian waktu bagi pihak Bapenda maupun bagi si pendaftar 

(Subyek Pajak) tersebut. 

 

e. Pengembalian Berkas Pendaftaran dan SPOP atau LSPOP ke Kantor Bapenda 

           Pada tahap ini kadang kala subyek pajak yang telah mengisi berkas atas 

pendaftaran obyek pajaknya, sering tidak langsung mengembalikan berkas 

tersebut ke pihak bidang pelayanan kantor Badan Pendapatan Kabupaten 

Jember. Hal tersebut di karenakan wajib pajak lupa, atau pun wajib pajak 

hanya ingin mengetahui kriteria tanah dan bangunannya saja yang bertujuan 

untuk melakukan penjualan tanah dan atau bangunannya ke orang lain tanpa 

harus mendaftarkan obyek pajaknya tersebut ke kantor Bapenda, guna 

menghindar dari aturan perpajakan negara atau mengelak sebagai wajib pajak 

kepada negara, yang pada intinya semua hal tersebut tentunya akan 

mengakibatkan terganggunya atau terhambatnya akan proses kelancarana 

administrasi di dalam penetapan dan pembuatan Surat Pemberitahuan Pajak 
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Terutang (SPPT) baru di dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

yang tinggi pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.  

 

Faktor-faktor dan alasan Subyek Pajak tidak mendaftarkan Obyek Pajaknya ke 

Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember antara lain dikarenakan:  

1) Sumber Daya Manusia 

Kurangnya tingkat kesadaran masyarakat dalam hal melaksanakan 

pendaftaran dikarenakan wajib pajak kurang mengerti tentang pentingnya 

pembayaran pajak kepada negara, yang meliputi tentang tata cara atau 

mekanisme dalam hal melaksanakan pengisian berkas pendaftaran kepada 

pihak terkait kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.  

2) Letak Obyek Pajak 

                   Letak obyek pajak juga sangat mempengaruhi di dalam proses Pelaksanaan 

pendaftaran wajib pajak baru pada kantor Badan Pendapatan Daerah 

Kabupaten Jember, hal ini meliputi tentang apabila wajib pajak melakukan 

pendaftaran dan kemudian berkas tersebut terjadi kesalahan dan wajib 

pajak harus kembali lagi ke kantor Badan Pendapatan, dan hal  tersebut 

tentunya sangat mengganggu waktu bagi pihak pendaftar dan petugas 

pelayanan Bapenda, dan juga berakibat pada wajib pajak atau subyek 

pajak tersebut akan menjadi enggan untuk mengurus pendaftaran wajib 

pajak baru pada kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, dan 

alangkah baiknya jika sistem pendaftaran atas wajib pajak baru PBB-P2 

bisa juga di lakukan pada setiap kantor desa si pendaftar, yang bertujuan 

agar supaya tidak memberatkan bagi pihak subyek pajak pendaftar tersebut 

serta kiranya dapat memperlancar dan mengoptimalkan kinerja pelayanan 

pendaftaran PBB-P2 di birokrasi kantor Badan Pendapatan Daerah 

Kabupaten Jember yang tentunya akan berimbas pada peningkatan target 

PBB-P2 yang tinggi di Kabupaten Jember.   
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3) Minimnya Media Informasi 

Informasi perpajakan sangatlah penting bagi warga negara, utamanya bagi 

kepentingan daerah yang dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) bagi daerah tersebut khususnya tentang Pajak Bumi dan Bangunan 

Perdesan dan Perkotaan (PBB-P2). Untuk proses pendaftaran hendaknya 

pihak-pihak terkait tidak hanya terpaku pada media tekhnologi yang rumit 

dan terpusat  dikota, akan tetapi alangkah baiknya untuk mengedepankan 

bagi masyarakat desa atau wajib pajak yang berada di pelosok desa 

terpencil secara sesederhana mungkin, mengingat Sumber Daya Manusia 

(SDM) yang bisa dikatakan masih belum paham tentang Tata cara dan 

Mekanisme Pendaftaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 

Perkotaan (PBB-P2) nya ke kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten 

Jember yang bertujuan untuk semakin meningkatkan minat pendaftaran 

wajib pajak baru sesuai peraturan Perundang-Undangan Perpajakan 

Negara Republik Indonesia. 

    

          Semua permasalahan tersebut di atas yang pada intinya apabila tidak segera 

di benahi dengan tata cara atau mekanisme yang benar dan sederhana, maka yang 

terjadi akan mengakibatkan subyek pajak akan enggan untuk mendaftarkan obyek 

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)nya ke kantor 

Badan Pendapatan Kabupaten Jember, yang selanjutnya akan berdampak pada 

menurunnya perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor Pajak Bumi 

dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Jember. 

          Dan mengenai tentang masalah proses pendaftaran Pajak Bumi dan 

Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) diatas, yaitu dapat dilakukan 

melalui langkah-langkah diantaranya: Pengajuan pendaftaran oleh wajib pajak 

baru Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang 

dilaksanakan pada bidang 1 (satu) bagian pendataan dan pelayanan di Kantor 

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, dengan meminta serta mengisi 

Surat Pemberitahuan Obyek Pajak (SPOP) dan atau Lampiran Surat 

Pemberitahuan Obyek Pajak (LSPOP) secara jelas, benar, lengkap dan tepat 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


10 

 

waktu. Pengembalian SPOP dan atau LSPOP oleh subyek pajak harus tidak 

melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak pengambilan dan pengisian 

berkas tersebut kepada pihak kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember 

dan apabila pengembalian berkas tersebut melewati batas tanggal yang telah 

ditetapkan, sejak tanggal diterima dan setelah ditegur secara tertulis tidak 

disampaikan sebagaimana ditentukan didalam surat teguran, maka terhadap Surat 

Ketetapan Pajak (SKP) adalah pokok pajak ditambah denda administrasi sebesar 

25% (dua puluh lima) persen dari pokok pajak terutang. Pendaftaran wajib pajak 

baru PBB-P2 dalam hal dikuasakan pada pihak ke 3 (tiga) yaitu harus 

melampirkan surat kuasa dari pihak ke 1 (satu). Sistem pengenaan dan Penetapan 

obyek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) pada Badan 

Pendapatan Daerah Kabupaten Jember adalah menggunakan Official Assessment 

System.  

          Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penulis ingin membahas bagaimana 

proses pendaftaran wajib pajak baru PBB-P2 tersebut. Maka dalam Laporan 

Praktek Kerja Nyata ini penulis mengambil judul “Mekanisme Pendaftaran 

Wajib Pajak Baru PBB-P2 di Badan Pendapatan Kabupaten Jember”.  
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1.2 Rumusan Masalah 

 Ruang lingkup yang di buat dalam penyusunan Laporan ini agar dalam 

proses penulisan dan pembahasan tidak melebar dan dapat di fokuskan pada satu 

pokok bahasan, maka penulis berusaha membuat suatu ruang lingkup, yaitu :            

Bagaimanakah Mekanisme Pendaftaran Wajib Pajak Baru Pajak Bumi dan 

Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Badan Pendapatan Kabupaten 

Jember? 

1.3 Tujuan dan Manfaat Praktek Kerja Nyata 

 Praktik Kerja Nyata merupakan salah satu syarat yang wajib dilaksanakan 

oleh mahasiswa untuk menyelesaikan studi Program Studi Diploma III Perpajakan 

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember. Setiap kegiatan 

dilaksanakan tentunya mempunyai tujuan dan manfaat, yaitu: 

1.3.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata 

 Adapun tujuan pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN) di Badan 

Pendapatan (BAPENDA) Kabupaten Jember secara (Khusus) adalah bertujuan 

untuk Mengetahui dan Menjelaskan secara langsung atas Mekanisme Pendaftaran 

Wajib Pajak Baru Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) 

di Badan Pendapatan Kabupaten Jember. Adapun tujuan dari Praktek Kerja Nyata 

Secara (Umum) antara lain yaitu: Mengetahui cara kinerja di bidang 2 bagian 

Verifikasi dan Penetapan dalam hal Mekanisme Pendaftaran Wajib Pajak Baru 

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Badan 

Pendapatan Kabupaten Jember, yang berwenang dalam hal memungut Pajak 

Daerah; 
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1.3.2 Manfaat Praktek Kerja Nyata 

 Manfaat dari pelaksanaan Praktik Kerja Nyata ini adalah 

a. Bagi Mahasiswa 

1) Menambah wawasan penulis terutama tentang Mekanisme Pendaftaran 

Wajib Pajak Baru Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 

(PBB-P2) di Badan Pendapatan Kabupaten Jember, 

2) Agar dapat mempraktikkan teori-teori yang telah diperoleh selama masa 

perkuliahan dalam hal kegiatan, selama pelaksanaan Praktik Kerja Nyata 

ini, 

3) Agar dapat meningkatkan keahlian dan keterampilan dibidang perpajakan 

maupun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, 

4) Sebagai wadah untuk mempersiapkan diri menghadapi dunia kerja dengan 

dibekali keahlian keterampilan dan pengalaman yang diperoleh sewaktu 

melaksanakan Praktik Kerja Nyata, 

5) Menambah pengetahuan dan memperoleh pengalaman kerja sebagai 

penerapan ilmu yang telah diperoleh selama menempuh pendidikan di 

Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 

Politik Universitas Jember. 

 

b. Bagi Instansi  

     Dengan hasil laporan ini diharapkan dapat digunakan sebagai pertimbangan 

dalam menentukan kebijakan selanjutnya yang berkenaan dengan pajak daerah 

dalam mendukung kelangsungan Otonomi Daerah.   

c. Bagi Universitas 

1) Menjalin kerjasama yang baik antara pihak Universitas dengan Badan 

Pendapatan Daerah Kabupaten Jember. 

2) Memberikan uji nyata atas ilmu yang diperoleh selama di perkuliahan. 

3) Dapat mempromosikan sumber daya manusia (SDM) yang berkompeten 

dibidangnya di Universitas Jember khususnya Program Studi Diploma III 

Perpajakan. 
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BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Dasar Hukum 

Dasar hukum yang mendasari penulisan dan pembahasan laporan Praktek 

Kerja Nyata ini yaitu: 

a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Peraturan Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah; 

b. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak 

Daerah; 

c. Peraturan Bupati Jember Nomor 31 Tahun 2012 tentang Tata Cara 

Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-

P2) di Kabupaten Jember. 

 

2.2      Definisi Pajak 

2.2.1    Pengertian Pajak 

Beberapa ahli mendefinisikan pengertian pajak secara berbeda, seperti 

berikut ini:  

Definisi pajak  menurut Soemitro,  Pajak  adalah  iuran  

rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat 

di paksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) 

yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk 

membayar pengeluaran umum. Definisi tersebut kemudian 

dikoreksinya yang berbunyi sebagai berikut: Pajak adalah peralihan 

kekayaan dari pihak rakyat kepada Kas Negara untuk membiayai 

pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk public saving 

yang merupakan sumber utama untuk membiayai public 

investment. 
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Menurut Adriani, Pengertian Pajak adalah iuran masyarakat 

kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang 

wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-

undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung 

dapat ditunjuk yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-

pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang 

menyelenggarakan pemerintahan. 

2.2.2    Unsur-unsur Pajak 

Menurut Mardiasmo (2011:1) Pajak memiliki beberapa unsur, diantaranya  

adalah: 

a. Iuran dari rakyat kepada Negara 

Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa  

uang (bukan barang). 

b. Berdasarkan Undang-Undang Pajak dipungut berdasarkan atau dengan 

kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya. 

c. Tanpa jasa timbal-balik atau kontraprestasi dari negara yang secara 

langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan 

adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah. 

d. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-

pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas. 

2.2.3    Fungsi Pajak 

             Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan 

bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak 

merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran 

termasuk pengeluaran pembangunan. Menurut Sumarsan (2013:5) Fungsi Pajak 

antara lain: 
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a. Fungsi penerima (Budgetair) 

Pajak berfungsi untuk menghimpun dana dari masyarakat bagi kas Negara, 

yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran 

pemerintah. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan 

melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat 

diperoleh dari penerimaan pajak. Dewasa ini pajak digunakan untuk 

pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, 

dan lain sebagainya. Untuk pembiayaan pembangunan uang uang 

dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yakni penerimaan dalam negeri 

dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah ini dari tahun ke tahun 

harus ditingkatkan sesuai kebutuhan pembiayaan pembangunan yang 

semakin meningkat dan ini terutama diharapkan dari sektor pajak. 

 

b. Fungsi Mengatur (Regulerend) 

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur struktur pendapatan di tengah 

masyarakat dan struktur kekayaan antara pelaku ekonomi. Fungsi 

mengatur ini sering menjadi tujuan pokok dari sistem pajak, paling tidak 

dalam sistem perpajakan yang benar tidak terjadi pertentangan dengan 

kebijaksanaan negara dalam bidang ekonomi dan sosial. Sebagai alat 

untuk mencapai tujuan tertentu di luar bidang keuangan, terutama banyak 

ditujukan terhadap sektor swasta. Contohnya dalam rangka menggiring 

penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, diberikan 

berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Dalam rangka melindungi 

produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi 

untuk produk luar negeri. 

2.2.4    Pembagian Pajak 

             Menurut Sumarsan (2013:12) Pembagian pajak dibagi menjadi tiga yaitu 

pembagian pajak menurut golongannya, menurut sifatnya dan menurut 

pemungutannya. 
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a. Menurut golongannya 

1) Pajak langsung adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat 

dilimapahkan kepada pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung 

Wajib Pajak yang bersangkutan. Sebagai contoh Pajak Penghasilan. 

2) Pajak tidak langsung adalah pajak yang pembebanannya dapat 

dilimpahkan ke pihak lain. Sebagai contoh Pajak Pertambahan Nilai. 

b. Menurut sifatnya 

1) Pajak Subjektif, adalah  pajak yang berpangkal atau berdasarkan  pada 

subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. 

2) Pajak Objektif, adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada 

objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. 

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang 

Mewah.  

c. Menurut Pemungutan 

1) Pajak Pusat, adalah pajak yang di pungut oleh pemerintah pusat dan 

digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. 

Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak 

Penjualan atas Barang Mewah dan Bea Materai. 

2) Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan 

digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. 

Contoh: Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotan (PBB-

P2), Pajak Reklame, Pajak Hiburan, dan lain-lain. 

2.2.5    Tata Cara Pemungutan Pajak 

Menurut Sumarsan (2013:13-14) Tata Cara Pemungutan Pajak adalah 

adalah sebagai berikut: 

a. Stelsel Pajak 

Pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan 3 stelsel, yaitu: 
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1) Stelsel nyata (riil stelsel) 

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan) yang nyata, 

sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun 

pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya telah dapat 

diketahui. Kelebihan stelsel ini adalah pajak yang di kenakan lebih 

realistis. Sedangkan kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan 

pada akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui). 

 

2) Stelsel anggapan (fictieve stelsel) 

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh 

undang-undang, misalnya, penghasilan suatu tahun dianggap sama 

dengan tahun sebelumnya sehingga pada awal tahun pajak sudah 

dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak 

berjalan. Kelebihan stelsel ini adalah pajak dapat dibayar selama tahun 

berjalan, tanpa harus menunggu pada akhir tahun. Kelemahannya 

adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang 

sesungguhnya. 

 

3) Stelsel campuran 

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel 

anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan 

suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak 

disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Apabila besarnya pajak 

menurut kenyataan lebih besar dari pada pajak menurut  anggapan, 

maka  Wajib  Pajak  harus  menambah kekurangannya. Demikian pula 

sebaliknya, apabila lebih kecil maka kelebihannya dapat diminta 

kembali. 
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2.2.6     Sistem Pemungutan Pajak 

             Menurut Mardiasmo (2011:7) mengemukakan bahwa dalam pelaksanaan 

            Pajak terdapat beberapa sistem yang  perlu diperhatikan ada beberapa sistem yang 

biasa digunakan, diantaranya: 

1) Official Assessment System 

Official Assessment System adalah sistem pemungutan pajak 

kewenangan sepenuhnya dipegang oleh fiskus untuk menentukan 

besarnya jumlah pajak yang terhutang dalam hal ini wajib pajak 

bersifat pasif dalam menentukan besarnya jumlah pajak yang 

terhutang. 

Berdasarkan pengertian di atas ciri-ciri Official Assessment System 

yaitu: 

a) Fiskus memiliki wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang 

terhutang; 

b) Wajib pajak bersifat pasif; 

Contoh Official Assessment System adalah Pajak Bumi  dan 

Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), dan Pajak 

Kendaraan Bermotor. 

2) Self Assessment System 

Self Assessment System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang 

kewenangan sepenuhnya berada di wajib pajak. Dalam sistem ini 

wajib pajak diharuskan untuk berperan aktif dalam proses pemungutan 

pajak seperti menghitung, menyetor, serta melaporkan sendiri 

pajaknya. 

Berikut ciri-ciri dari Self Assessment System adalah: 

a.Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada  

    Wajib Pajak sendiri; 

b. Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan  

     melaporkan sendiri pajak yang terutang; 

c. Fiskus tidak ikut campur hanya mengawasi. 

    Contoh Self Assessment System adalah Pajak Pertambahan Nilai 
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    (PPN), Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Penjualan atas Barang  

    Mewah (PPnBM). 

3) With Holding System 

With Holding System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang 

kewenangannya berada dipihak ketiga. Pihak ketiga yang menentukan 

besarnya pajak terutang wajib pajak. 

Ciri-ciri dari With Holding System yaitu wewenang yang menentukan 

besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, yaitu pihak selain 

Fiskus dan Wajib Pajak. 

Contoh With Holding System adalah PPh Pasal 21 yang dilakukan oleh 

orang yang diberi kuasa untuk melakukan pelaporan. 

 

2.2.7    Tarif Pajak 

Menurut Mardiasmo (2011:9) ada 4 macam tarif pajak yakni: 

a. Tarif Pajak sebanding atau proporsional 

Tarif berupa persentase yang tetap, terhadap berapapun jumlah yang 

dikenakan pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional 

terhadap besarnya nilai yang dikenakan pajak. Contohnya : 

Untuk penyerahan Barang Kena Pajak di dalam daerah pabean akan 

dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10%. 

b. Tarif tetap 

Tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah          

yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap. 

Contoh : 

Besarnya tarif Bea Materai untuk cek dan bilyet giro dengan nilai 

nominal berapapun adalah sebagi berikut Rp.3000,00 

c. Tarif Progresif 

Persenatase tarif yang digunakan semakin besar bila yang dikenai 

pajak semakin besar pula. Contoh :  

Pasal 17 Undang-undang Pajak Penghasilan untuk Wajib Pajak orang 

pribadi dalam negeri. 
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Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif Pajak 

Sampai dengan Rp.50.000.000,00   5  % 

Di atas Rp. 50.000.000 s.d Rp 250.000.000,00  15% 

Di atas Rp. 250.000.000 s.d. Rp.500.000.000,00  25% 

Di atas Rp. 500.000.000,00-    30% 

Menurut kenaikan persentase tarifnya, tarif progresif di bagi: 

1) Tarif progresif progresif         : kenaikan persentase semakin besar 

2) Tarif progresif tetap       : kenaikan persentase tetap 

3) Tarif progresif degresif     : kenaikan persentase semakin kecil.  

d. Tarif degresif 

Persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang 

dikenai pajak semakin besar. 

2.3 Pajak Daerah 

2.3.1 Dasar Hukum Pajak Daerah 

 Menurut Mardiasmo (2011:12) dasar hukum pemungutan Pajak Daerah  

             dan Retribusi Daerah adalah Undang-Undang No.28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah. 

 

2.3.2 Pengertian Pajak Daerah 

 Menurut Undang-Undang No.28 Tahun 2009 pengertian Pajak Daerah 

adalah Kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau 

badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak 

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah 

bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

 

2.3.3 Jenis Pajak Daerah 

 Jenis-jenis pajak daerah di bagi menjadi dua menurut Undang-Undang No.  

              28 Tahun 2009 yaitu: 
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a. Jenis Pajak Provinsi terdiri dari; 

1. Pajak Kendaraan Bermotor; 

2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; 

3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; 

4. Pajak Air Permukaan; dan 

5. Pajak Rokok. 

b. Jenis Pajak Kabupaten atau Kota terdiri atas; 

1. Pajak Hotel; 

2. Pajak Restoran; 

3. Pajak Hiburan; 

4. Pajak Reklame; 

5. Pajak Penerangan Jalan; 

6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; 

7. Pajak Parkir; 

8. Pajak Air Tanah; 

9. Pajak Sarang Burung Walet; 

         10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan 

         11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. 

2.4 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) 

2.4.1 Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 

 Menurut Peraturan Bupati Jember No. 31 Tahun 2012 Pajak Bumi dan 

Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya di singkat PBB-P2 adalah 

pajak atas bumi dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan atau di 

manfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang di gunakan 

untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. 

 

2.4.2    Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan  

        a. Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 

Menurut Peraturan Bupati Jember Nomor 31 Tahun 2012 Pasal 5 (2) 

Objek PBB-P2 adalah bumi dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, 
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dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan 

yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan 

pertambangan. 

        b. Subjek dari Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 

Menurut Peraturan Bupati Jember Nomor 31Tahun 2012 Pasal 9 Subjek 

PBB-P2 adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai 

suatu hak atas bumi dan atau memperoleh manfaaat atas bumi dan atau 

memiliki, menguasai, dan atau memperoleh manfaat atas bangunan. 

 

2.4.3 Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 

             Menurut Peraturan Bupati Jember Nomor 31Tahun 2012 Pasal 11 Dasar 

Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah Nilai Jual 

Objek Pajak (NJOP). Besarnya NJOP ditetapkan perwilayah kecamatan 3 tahun, 

kecuali untuk wilayah tertentu yang berkembang pembangunannya 

mengakibatkan kenaikan NJOP yang cukup besar, maka penetapan NJOP dapat di 

tetapkan setahun sekali berdasarkan keputusan Bupati. 

 

2.4.4    Penetapan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) PBB-P2 

            Menurut Peraturan Bupati Jember Nomor 31 Tahun 2012 Pasal 11 (4), 

Penetapan NJOP dapat di lakukan dengan memperhatikan: 

a) Harga rata rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi 

secara wajar; 

b) Perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, adalah suatu 

pendekatan atau metode penentuan nilai jual suatu objek pajak dengan 

cara membandingkannya dengan objek pajak lain yang sejenis, yang 

letaknya berdekatan dan fungsinya sama dan telah diketahui harga 

jualnya; 

c) Nilai perolehan baru adalah suatu pendekatan atau metode penentuan 

nilai jual suatu objek pajak dengan cara menghitung seluruh biaya 

yang dikeluarkan untuk memperoleh objek tersebut pada saat 
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penilaian dilakukan, yang dikurangi dengan penyusutan berdasarkan 

kondisi fisik objek tersebut; dan 

d) Nilai jual pengganti adalah suatu pendekatan atau metode penentuan 

nilai jual suatu objek pajak yang berdasarkan pada hasil produksi 

objek pajak tersebut. 

2.4.5    Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan  

            Menurut Peraturan Bupati Jember Nomor 31 Tahun 2012 Pasal 12 tarif 

PBB-P2 ditetapkan sebagai berikut:  

a. Untuk NJOP sampai dengan Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) 

sebesar 0,110% per tahun; 

b. Untuk NJOP diatas Rp 1000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sebesar 

0,205% per tahun; dan 

c. Batas minimal pengenaan PBB-P2 ditetapkan sebesar Rp 10.000,00 

(sepuluh ribu rupiah) per tahun.  

2.4.6    Tata Cara Pendaftaran Wajib Pajak Baru PBB-P2 

 Menurut Peraturan Bupati Jember Nomor 31 Tahun 2012 Pasal 14 tentang 

Tata Cara Pendaftaran PBB-P2 adalah: 

a. Pendaftaran objek pajak atau pemutakhiran data objek pajak PBB-P2 di 

lakukan oleh subjek pajak atau wajib pajak dengan cara mengajukan 

permohonan dan mengisi formulir Surat Pemberitahuan Objek Pajak 

(SPOP) dan Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak (LSPOP) secara 

benar, jelas, dan lengkap. 

b. Lampiran Surat Pemberitahuan Obyek Pajak (LSPOP) sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 

Surat Pemberitahuan Obyek Pajak (SPOP). 

c. Formulir Surat Pemberitahuan Obyek Pajak (SPOP) atau Lampiran Surat 

Pemberitahuan Obyek Pajak (LSPOP) sebagaimana di maksud pada ayat 

(1) di sediakan dan dapat diperoleh dengan cuma-cuma di Badan 

Pendapatan atau di tempat-tempat lain yang di tunjuk. 
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d. Surat Pemberitahuan Obyek Pajak (SPOP) atau Lampiran Surat 

Pemberitahuan Obyek Pajak (LSPOP) harus ditandatangani oleh subjek 

pajak atau wajib pajak dan di kembalikan kepada Bupati melalui Badan 

Pendapatan dan atau UPT Pendapatan, paling lama 30 (tiga puluh) hari 

kerja setelah tanggal di terimanya Surat Pemberitahuan Obyek Pajak 

(SPOP) atau Lampiran Surat Pemberitahuan Obyek Pajak (LSPOP) PBB-

P2 oleh Subjek Pajak. 

e. Pengembalian Surat Pemberitahuan Obyek Pajak (SPOP) dan Lampiran 

Surat Pemberitahuan Obyek Pajak (LSPOP) sebagaimana di maksud 

dalam ayat (4) di lampiri bukti-bukti pendukung seperti: 

1) Sketsa atau denah objek pajak; 

2) Foto copy KTP; 

3) Foto copy sertifikat tanah; 

4) Foto copy Ijin Mendirikan Bangunan (IMB); dan 

5) Foto copy akta jual beli (AJB). 

f. Badan Pendapatan atau UPT Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(4) membuat laporan pengembalian Surat Pemberitahuan Obyek Pajak 

(SPOP) atau Lampiran Surat Pemberitahuan Obyek Pajak (LSPOP) PBB-

P2. 

g. Bentuk, isi, dan tata cara pengisian Surat Pemberitahuan Obyek Pajak 

(SPOP) dan Lampiran Surat Pemberitahuan Obyek Pajak (LSPOP) 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum tidak terpisahkan dari 

Peraturan ini. 
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BAB 3. METODE PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA 

3.1    Lokasi dan Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata 

3.1.1 Lokasi Praktek Kerja Nyata 

         Pelaksanaan program Praktek Kerja Nyata dilaksanakan di Badan Pendapatan 

Daerah Kabupaten Jember yang terletak di Jalan Jawa No. 72 Kecamatan Sumbersari 

Kabupaten Jember pada bidang 2 (dua) bagian Penetapan dan Verifikasi. 

 

3.1.2 Waktu pelaksanaan Praktek Kerja Nyata 

          Waktu pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN) sesuai dengan surat tugas nomor 

3070/UN25.1.2/SP/2016 yaitu dimulai dari tanggal 01 September 2016 sampai dengan 

tanggal 30 September 2016 di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember. 

          Adapun kegiatan Praktek Kerja Nyata ini dilakukan sesuai dengan jam kerja di 

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember yaitu: 

Tabel 3.1.  Hari efektif Praktek Kerja Nyata di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten  

                  Jember  

          Hari Kerja                                        Jam Kerja                            Jam Istirahat 

      Senin s/d Kamis                          07.15 - 15.00  WIB              12.00 - 13.00 WIB 

            Jum’at                                   07.15  - 15.00  WIB              11.30 - 13.00 WIB 

    Sabtu dan Minggu                                     Libur                                    Libur 

 Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember 2016 

               

3.2    Ruang Lingkup Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata 

3.2.1 Ruang Lingkup Kegiatan 

         Pada pelaksanaan Praktek Kerja Nyata akan dibuat Laporan Tugas Akhir oleh 

penulis dengan judul “Mekanisme Pendaftaran Wajib Pajak Baru Pajak Bumi dan 

Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Badan Pendapatan Kabupaten Jember”. Sehingga 

pada pelaksanaan Praktek Kerja Nyata penulis ditempatkan pada bidang  yang masih 
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berkaitan dan relevan dengan judul tersebut, yaitu: 

       Bidang 2 (dua) bagian Penetapan dan Verifikasi 

        Pada bidang ini penulis diberi tugas seperti pengadministrasian data-data dokumen 

Pajak Bumi dan Bangunann Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), sehingga penulis dapat 

mengetahui serta dapat mengambil sampling atas Objek Pajak Baru untuk keperluan 

Tugas Akhir. 

 

3.2.2 Kegiatan yang Dilakukan Secara Terjadwal Selama Praktek Kerja Nyata 

         Selama pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN), penulis melaksanakan beberapa 

kegiatan yang ada pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember yang 

dapat dilihat dalam tabel 3.2 berikut ini: 

Tabel 3.2 Kegiatan yang Dilakukan Secara Terjadwal Selama Praktek Kerja Nyata 

           Tanggal 

               (a) 

 Kegiatan 

(b) 

Hasil kegiatan 

(d) 

Kamis s/d Jum at, 

1-2 September 2016 

a. Menemui ibu Siti 

di bagian Tata 

Usaha ( TU ) 

untuk diarahkan 

ke masing-masing 

bidang yang telah 

di tentukan. Dan 

saya di tempatkan 

pada Bidang 2 

yaitu bagian 

Penetapan dan 

Verifikasi 

b. Perkenalan dan 

penjelasan dari 

kepala Bidang 

Penetapan dan 

Verifikasi dan 

selanjutnya 

penempatan ruang 

bagi peserta PKN 

Penulis dapat mengenal 

lingkungan kerja pada 

Badan Pendapatan 

Kabupaten Jember   

1. Ibu Tita Fajar 

selaku kepala 

Bidang Penetapan 

dan Verifikasi 

2. Bpk Yhoni 

Restian selaku 

Kasie Verifikasi 

3. Ibu Mega 

Wulandari selaku 

Kasie Penetapan 
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Senin s/d Selasa, 

5-6 September 2016 

Bertugas pada bagian 

Pelayanan 

pengambilan berkas 

SSPD-BPHTB yang 

sudah di Verifikasi 

dan di Validasi oleh 

tim di bidang 

Penetapan dan 

Verifikasi 

1. Mendapat arahan 

dari Bpk Mulyono 

selaku staf 

pelayanan berkas 

BPHTB 

2. Mengetahui 

sistem kerja di 

bidang pelayanan 

dalam hal     

penetapan dan 

verifikasi 

Rabu, 

7 September 2016 

Menyetempel berkas 

yang sudah di validasi 

dan memisahkan berkas 

SSPD-BPHTB yang 

akan di berikan kepada 

wajib pajak serta meng 

entry data wajib pajak 

1. Mengetahui 

Lembar SSPD-

BPHTB, lembar 

1,3,dan 5 di 

berikan kepada 

wajib pajak 

2. Mengetahui 

Lembar SSPD-

BPHTB lembar 

2,4 dan 6 di 

jadikan berkas 

oleh Badan 

Pendapatan  

Kabupaten 

Jember 

Kamis, 

8 September 2016 

Mempelajari buku 

buku administrasi dan 

perundang-undangan 

berkaitan topik yang 

akan diambil untuk 

Laporan PKN serta 

mencari data tentang 

gambaran umum 

Badan Pendapatan 

Daerah Kabupaten 

Jember  

a. Dipindah 

tempatkan pada 

1. Mengetahui dasar 

hukum perpajakan 

2. Memperoleh data 

tentang gambaran 

umum Badan 

Pendapatan 

Kabupaten 

Jember sebagai 

bahan laporan 

PKN 

3. Mendapat arahan 

tentang verifikasi 
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bagian verifikasi 

data, yang   

bertujuan untuk 

memverifikasi data 

BPHTB 

b. Mempelajari dan 

sekaligus bertanya 

tanya atau  

wawancara tentang 

pajak yang di kelola 

oleh Badan 

Pendapatan Daerah 

Kabupaten Jember 

 

 

BPHTB dari Bpk 

Bambang 

4. Dapat memahami 

mekanisme yang 

di lakukan saat 

melakukan 

verifikasi berkas 

yang diajukan 

wajib pajak untuk 

di teliti kebenaran 

data-datanya 

5. Mendapat 

gambaran tentang 

bahan yang akan 

di ambil untuk di 

jadikan Laporan 

PKN 

Jum at, 

9 September 2016 

a. Mempelajari tata 

cara yang di 

lakukan saat 

validasi BPHTB 

serta mengoreksi 

berkas yang telah 

di verifikasi, 

setelah itu 

pemberian nomor 

urut berkas 

b. Verifikasi 

lapangan (Verlap) 

bersama tim 

1. Dapat mengetahui 

langkah-langkah 

berkas yang akan 

di validasi 

sebelum di 

berikan kepada 

wajib pajak 

2. Memahami 

bagaimana tata-

cara saat 

verifikasi 

lapangan 

Selasa s/d Rabu, 

13-14 September 2016 

a. Bertugas di 

bagian verifikasi 

BPHTB 

b. Membantu 

mencatat 

porporasi karcis 

kendaraan roda 

dua dan roda 

1. Dapat memahami 

permasalahan 

yang di hadapi 

saat 

memverifikasi 

data. Seperti 

permasalahan : 

Jual-beli, hibah, 

waris dan lelang 
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empat 2. Dapat memahami 

pajak yang di 

tangani di bidang 

penetapan dan 

verifikasi 

Kamis, 

15 September 2016 

a. Membuat laporan 

verifikasi pajak 

reklame  

b. Melengkapi data 

yang diperlukan 

untuk laporan 

Praktek Kerja 

Nyata 

1. Dapat memahami 

pajak yang di 

tangani di bidang 

penetapan dan 

verifikasi 

2. Menambah 

kekurangan bahan 

yang di perlukan 

sebagai 

pembuatan 

laporan Praktek 

Kerja Nyata 

Jum at, 

16 September 2016 

Bertugas di bagian 

validasi data BPHTB 

 

Dapat mengetahui 

langkah-langkah 

berkas yang akan 

di validasi 

sebelum di berikan 

kepada wajib 

pajak 

Senin s/d Selasa, 

19-20 September 2016 

a. Bertugas di 

bagian verifikasi 

BPHTB dan 

validasi data 

BPHTB 

b. Bertugas 

membuat surat 

berita acara 

tentang PBB-P2 

1. Dapat memahami 

permasalahan 

yang di hadapi 

saat 

memverifikasi 

data. Seperti : 

jual-beli, waris, 

hibah dan lelang. 

2. Mendapat 

pengarahan dari 

Ibu Mega 

Wulandari selaku 

kasie penetapan 

Rabu s/d Kamis, a. Bertugas 1. Memahami tata-
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21-22 September 2016 membuat 

SKPDLB PBB-P2 

b.  Melengkapi data 

yang di perlukan 

untuk laporan 

Praktek Kerja 

Nyata 

cara pembuatan 

SKPDLB PBB-P2 

2. Menambah 

kekurangan bahan 

yang di perlukan 

sebagai 

pembuatan 

laporan Praktek 

Kerja Nyata 

Jum at, 

23 September 2016 

a. Bertugas di 

bagian verifikasi 

BPHTB dan 

validasi data 

BPHTB 

b. Membuat laporan 

verifikasi pajak 

reklame 

1. Dapat memahami 

permasalahan 

yang di hadapi 

saat 

memverifikasi 

data. Seperti 

permasalahan: 

jual-beli, hibah, 

waris dan lelang 

2. Dapat mengetahui 

langkah-langkah 

berkas yang akan 

di validasi 

sebelum di 

berikan kepada 

wajib pajak. 

3. Dapat memahami 

pajak yang di 

tangani di Bidang 

penetapan dan 

Verifikasi 

Senin s/d Selasa, 

26-27 September 2016 

Membantu mencatat 

porporasi karcis 

kendaraan roda dua 

dan roda empat 

Dapat memahami 

pajak yang di 

tangani di bidang 

Penetapan dan 

Verifikasi 

Rabu s/d Jum at, 

28-30 September 2016 

Berpamitan dengan 

para pegawai dan staf 

khususnya pada 

1. Selesai 

melaksanakan 

Praktek Kerja 
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bidang 2 bagian. 

Penetapan dan 

Verifikasi di Badan 

Pendapatan Daerah 

Kabupaten Jember 

Nyata yang 

dilaksanakan pada 

Badan Pendapatan 

Daerah 

Kabupaten 

Jember 

2. Berterima kasih 

kepada kepala 

bidang  dan juga 

kepada para 

pegawai dan staf 

yang ada pada 

bidang 2 bagian 

Penetapan dan 

Verfikasi pada 

Badan Pendapatan 

Daerah 

Kabupaten 

Jember. 

 

3.3    Jenis dan Sumber Data 

3.3.1 Jenis Data 

         Jenis data yang digunakan pada pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ini adalah 

data kualitatif. Definisi data kualitatif yaitu data yang diambil dari sebuah metode 

penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan, tulisan, dan perilaku 

sekitar yang diamati (lebih menekankan pada analisis). Data kualitatif pada 

pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ini berupa analisis terhadap mekanisme dari 

pendaftaran wajib pajak baru PBB-P2. 

 

3.3.2 Sumber Data 

         Sumber data yang diambil penulis dalam pelaksanaan Praktek Kerja Nyata 

yaitu: 

a. Data primer  

    Adalah data yang diperoleh langsung dari Wajib Pajak dan staff Bapenda. Data 
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primer diperoleh dari data-data terkait dengan pengajuan objek pajak baru seperti 

melakukan metode wawancara mendalam atau in depth interview untuk 

memperoleh data sehingga dapat mengetahui mekanisme pendaftaran wajib pajak 

baru, langkah-langkah serta proses yang berlaku sesuai dengan Undang-Undang. 

b. Data Sekunder 

    Adalah data yang diperoleh dari pihak lain berupa data olahan yang memperkuat 

data primer. Sumber data sekunder seperti jurnal, artikel, internet, dan lain-lain. 

 

3.4 Metode Pengumpulan Data 

      Metode pengumpulan data yang digunakan dalam pelaksanaan Praktek Kerja 

Nyata ini adalah: 

a. Wawancara 

    Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab antara 

penanya dan narasumber secara sistematis dan berlandaskan kepada tujuan 

penelitian untuk mendapatkan informasi. Akan lebih baik apabila melakukan 

wawancara dengan pihak yang secara langsung terlibat agar informasi yang 

didapatkan lebih tepat. Pihak yang berkaitan dalam hal ini adalah Wajib Pajak dan 

Staf Bapenda.    

b. Studi Pustaka 

       Studi pustaka yaitu metode pengumpulan data dengan menggunakan buku, 

internet, observasi sebelumnya dan referensi yang berhubungan dengan laporan 

Praktek Kerja Nyata ini. 

c. Observasi 

    Observasi yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan secara sistematis dan 

sengaja, dilakukan melalui pengamatan dan pencatatan terhadap gejala yang 

terjadi. Pada pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ini penulis mengobservasi data-

data Wajib Pajak yang terkait dengan pengajuan Objek Baru Pajak Bumi dan 

Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). 

 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


 

 

50 

 

BAB 5. PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

      Proses Pendaftaran Wajib Pajak Baru Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan 

dan Perkotaan (PBB-P2) dilaksanakan dengan 2 (dua) tahapan kerja yaitu sebagai 

berikut: 

a. Pendataan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) 

merupakan kegiatan dalam rangka menetapkan Nomor Obyek Pajak (NOP) 

yang akan dijadikan dasar pengenaan pajak, yaitu dengan cara subyek pajak 

mengajukan: Surat Pendaftaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 

Perkotaan (PBB-P2) dan mengisi Surat Pemberitahuan Obyek Pajak (SPOP) 

dan atau Lampiran Surat Pemberitahuan Obyek Pajak (LSPOP). 

Untuk proses Pendataan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 

(PBB-P2), diberlakukan apabila obyek pajak yang didaftarkannya tersebut 

hanya berupa obyek: Tanah, kavling, atau sawah yang diatas obyek lahan 

tersebut tidak berdiri sebuah konstruksi teknik atau bangunan; 

b. Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) adalah 

kegiatan yang bertujuan untuk menentukan dan menetapkan nilai ekonomis 

atas suatu properti pada saat tertentu yaitu Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP), 

yang tujuannya untuk dijadikan dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan 

Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dengan cara menggunakan metode: 

Pendekatan data pasar, pendekatan biaya dan pendekatan kapitalisasi 

pendapatan dalam bentuk pendapat tertulis. 

     Penilaian tersebut dilakukan dengan dua cara yaitu: Penilaian massal yang 

meliputi penghitungan atas Zona Nilai Tanah (ZNT) dan Daftar Biaya 

Komponen Bangunan (DBKB) serta Penilaian individu yang diterapkan pada 

obyek pajak tertentu yang bernilai tinggi, seperti: Perumahan mewah, usaha 

komersial dan industri.  
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5.2 Saran 

       Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh penulis selama melaksanakan 

kegiatan Praktek Kerja Nyata ( PKN ) di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten 

Jember dan observasi ke salah satu kantor desa dan warga masyarakat pelosok 

daerah kabupaten jember, penulis ingin memberikan saran dalam hal untuk 

meningkatkan target dan realisasi yang lebih tinggi lagi utamanya dalam segi  

pemungutan dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 

(PBB-P2), yaitu:  

a. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember sebaiknya lebih sering lagi 

dalam hal melaksanakan kunjungan lapangan atau verifikasi lapangan (verlap) 

atau melakukan survei dan pendataan ulang terhadap titik-titik yang sekiranya 

terdapat obyek pajak yang masih belum terjaring dalam hal pendaftaran 

menjadi wajib pajak baru PBB-P2, yang bertujuan agar subyek pajak 

mendaftarkan diri kepada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember atas 

obyek pajak yang masih belum didaftarkannya tersebut.  

b. Pihak Bapenda jember hendaknya lebih meningkatkan dan mengintensifkan 

lagi akan media informasi perpajakan sesederhana mungkin yang tidak 

menyulitkan bagi subyek pajak yang masih belum banyak mengerti tentang 

perpajakan, yaitu dengan cara menggunakan metode sosialisasi yang 

melibatkan kepada masyarakat desa setempat yang dibantu oleh pihak-pihak 

desa terkait yang meliputi: kepala desa, kasun dan kaur desa utamanya bagi 

masyarakat desa atau subyek dan obyek pajak yang berada di pelosok-pelosok 

desa terpencil yang bertujuan untuk meningkatkan perolehan Pajak Bumi dan 

Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dalam rangka memenuhi 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang lebih besar lagi di daerah Kabupaten 

Jember kedepan. 
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                                       LAMPIRAN 
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Lampiran 1. Surat Permohonan Tempat Magang 
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Lampiran 2. Surat Persetujuan Tempat Magang 
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Lampiran 3. Surat Tugas Melaksanakan Praktek Kerja Nyata (PKN) 
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Lampiran 4. Surat Tugas Dosen Supervisi 
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Lampiran 5. Daftar Absensi Praktek Kerja Nyata (PKN)
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Lampiran 6. Nilai Hasil Praktek Kerja Nyata (PKN) 
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Lampiran 7. Surat Keterangan Selesai Magang 
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Lampiran 8. Surat Tugas Bimbingan Tugas Akhir 
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Lampiran 9.  Daftar Kegiatan Konsultasi Bimbingan 
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Lampiran 10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 

 

  

                                                                                     

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 28 TAHUN 2009 

TENTANG 

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

       Menimbang : a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara 
hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945, bertujuan untuk mewujudkan 
tata kehidupan bangsa yang aman, tertib, sejahtera, dan 
berkeadilan; 

 

b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 
2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan 
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, 
maka penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan 
dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya, disertai 
dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan 
otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan 
pemerintahan negara; 

 

c. bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah 
satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai 
pelaksanaan pemerintahan daerah; 

 

d. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada 
masyarakat dan kemandirian daerah, perlu dilakukan 
perluasan objek pajak daerah dan retribusi daerah dan 
pemberian diskresi dalam penetapan tarif; 

 

e. bahwa kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah 
dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan 
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keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan 
memperhatikan potensi daerah; 

 

f. bahwa . . . 

 

- 11 - 

 

75. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan 
mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan 
secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar 
pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban 
perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain 
dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah. 

 

76. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan 
retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh 
Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang 
dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang 
perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan 
tersangkanya. 

 

BAB II 

PAJAK 

Bagian Kesatu 

Jenis Pajak 

Pasal 2 

(1) Jenis Pajak provinsi terdiri atas: 

 
a. Pajak Kendaraan Bermotor; 

 

b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; 
 

c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; 
 

d. Pajak Air Permukaan; dan 
 

e. Pajak Rokok. 
 

(2) Jenis Pajak kabupaten/kota terdiri atas: 
 

a. Pajak Hotel; 
 

b. Pajak Restoran; 
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c. Pajak Hiburan; 
 

d. Pajak Reklame; 
 

e. Pajak Penerangan Jalan; 
 

f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; 

                                
g. Pajak Parkir; 

 

h. Pajak Air Tanah; 
 

i. Pajak Sarang Burung Walet; 
 

j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-
P2);   dan 

 

k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. 
 

(3) Daerah dilarang memungut pajak selain jenis Pajak 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2). 

 

(4) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat  

(2) dapat tidak dipungut apabila potensinya kurang memadai 
dan/atau disesuaikan dengan kebijakan Daerah yang 
ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

 

(5) Khusus untuk Daerah yang setingkat dengan daerah provinsi, 
tetapi tidak terbagi dalam daerah kabupaten/kota otonom, 
seperti Daerah Khusus Ibukota Jakarta, jenis Pajak yang dapat 
dipungut merupakan gabungan dari Pajak untuk daerah 
provinsi dan Pajak untuk daerah kabupaten/kota. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


67 

 

Lampiran 11. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 

 

 

 

                                                                            

 

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER 

PENGUNDANGAN 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER 

NOMOR 3 TAHUN 2011 

TENTANG 

PAJAK DAERAH 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI JEMBER, 

Menimbang:  a.   bahwa  kebijakan  pemungutan pajak daerah sebagai salah  satu sumber 

pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan 

Pemerintah Kabupaten, dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, 

pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas 

dengan memperhatikan potensi daerah; 

b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia     Nomor 

28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, maka 

ketentuan  di bidang Pajak Daerah di Kabupaten Jember perlu diganti; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan 

huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah; 

 

 
Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi 

Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 41), sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 

1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1965 Nomor 19, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan 

Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 

Nomor 104, Tambahan Lembaran  Negara Republik Indonesia Nomor 2043); 

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang  Hukum Acara 

Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 
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Bagian Kesepuluh 
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN 

Paragraf Kesatu 
Nama, Objek dan Subjek Pajak 

Pasal 69 

Dengan Nama Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dipungut pajak atas 
kepemilikan, penguasaan dan pemanfaatan bumi dan/atau bangunan. 

Pasal 70 

(1) Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah Bumi dan/atau Bangunan 

yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali 

kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. 

(2) Termasuk dalam pengertian Bangunan adalah: 

a. jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan 

emplasemennya, yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks Bangunan tersebut; 

b. jalan tol; 

c. kolam renang; 

d. pagar mewah; 

e. tempat olahraga; 

f. galangan kapal, dermaga; 

g. taman mewah; 

h. tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak; dan 

i. menara. 

(3) Objek Pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah 

objek pajak yang : 

a. digunakan oleh Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten untuk 

penyelenggaraan pemerintahan; 

b. digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, 

kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk 

memperoleh keuntungan; 

c. digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu; 

d. merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah 

penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak; 

(4) Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp. 10.000.000,00 

(sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak. 
 

 

Pasal 71 

(1) Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau Badan 

yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi  dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, 

dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan. 

(2) Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi  atau Badan 

yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi  dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, 

dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan. 
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Paragraf Kedua 
Dasar Pengenaan Tarif dan Cara Penghitungan Pajak 

Pasal 72 

(1) Dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah NJOP. 

(2) Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali 

untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai  dengan perkembangan 

wilayah. 

(3) Penetapan besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan 

Bupati. 

 
 

Pasal 73 

Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan untuk NJOP sampai dengan 
Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,110 % (nol koma seratus 
sepuluh persen) per tahun, untuk NJOP di atas Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) 
ditetapkan sebesar 0,205 % (nol koma dua ratus lima persen) per tahun. Batas minimal 
pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan sebesar Rp. 
10.000,00 (sepuluh ribu rupiah). 

 
 

Pasal 74 

Besaran pokok Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang 
dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 dengan 
dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 setelah dikurangi Nilai 
Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (4). 

 
 

Paragraf Ketiga 
Masa Pajak 

Pasal 75 

(1) Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender; 

(2) Saat yang menentukan pajak terutang adalah menurut keadaan objek pajak pada tanggal 1 

Januari; 

(3) Masa Pajak dimulai tanggal 1 Januari dan berakhir 31 Desember pada tahun berkenaan. 

 
 

 

Paragraf Keempat 
Pendataan dan Penetapan 

Pasal 76 

(1) Pendataan dilakukan dengan menggunakan SPOP. 

(2) SPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap serta 

ditandatangani dan disampaikan kepada Kepala Dinas Pendapatan yang wilayah kerjanya 

meliputi letak objek pajak, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal 

diterimanya SPOP oleh Subjek Pajak. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pendataan dan Penetapan objek pajak sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati. 
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Pasal 77 

(1) Berdasarkan SPOP, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan SPPT. 

(2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat mengeluarkan SKPD dalam hal-hal sebagai berikut : 

a. SPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) tidak disampaikan dan setelah 

Wajib Pajak ditegur secara tertulis oleh Kepala Dinas Pendapatan sebagaimana ditentukan 

dalam Surat Teguran; 

b. berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak yang terutang 

lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh 

Wajib Pajak. 

(3) Bentuk, isi, tata cara penerbitan dan penyampaian SPOP dan SPPT ditetapkan dengan 

Peraturan Bupati.
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Lampiran 12. Peraturan Bupati Jember Nomor 31 Tahun 2012
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Lampiran 13. Surat Pengajuan Pendaftaran Obyek Pajak
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Lampiran 14. Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) 
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Lampiran 15. Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak (LSPOP) 
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Lampiran 16. Surat Keterangan Domisili 
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Lampiran 17. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) tetangga terdekat 
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Lampiran 18. Contoh Lembar Hasil Penelitian beserta Nomor Obyek Pajak (NOP 
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Lampiran 19. Akta Hibah  
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Lampiran 20. Formulir Pelayanan Wajib Pajak PBB 
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Lampiran 21. Hasil Keluaran Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) 
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Lampiran 22. Pengarahan tentang PBB-P2 atas SPOP dan atau LSPOP 
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